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ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan
suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk
mewujudkan tujuan yang ideal tersebut tidaklah mudah. Pengadilan Agama
Sleman pada tahun 2006 telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa
perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut
tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan disebabkan suami tidak
memberi nafkah, melainkah nafkah yang diberikan oleh suami dianggap masih
kurang. Padahal, baik dalam hukum |slam maupun hukum positif tidak ditentukan
secara tegas kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri, tetapi
hanya menentukan bahwa pemberian nafkah dilakukan secara ma'ruf dan sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki suami. Dengan pemberian nafkah yang kurang
untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dapatkah menjadi alasan perceraian.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan tentang pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim terhadap perkara perceraian akibat kurang terpenuhinya
nafkah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendlitian
lapangan (field research). Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi
tentang putusan kKurang terpenuhinya nafkah sebagal alasan perceraian pada tahun
2006 di Pengadilan Agama Sleman.

Dalam skripsi ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif-
yuridis, dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan aturan-aturan yang
berlaku yakni aturan yang berdasarkan nass dan aturan-aturan yang berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan
dengan masalah tersebut.

Berdasarkan -metode; yang ;penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap
perkara _kurang, terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan
merupakan & asan primer dalam perceraian. Adapun pertimbangan hakim dalam
memutus” atay” menyelesatkan perkara’ tersebut” dikembalikan “pada akibat dari
kurang terpenuhinya nafkah, yaitu [berakibat tidek @adanya ketentraman,
keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering
terjadinya perselishan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan
perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Y ang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang
digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal
1dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah
cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman,
keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering



terjadinya perselishan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan
perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Y ang Maha Esatidak tercapai itu di antaranya disebabkan
oleh kurang terpenuhinya nafkah atau pemberian nafkah yang masih kurang, maka
selanjutnya hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan
Penggugat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman trasliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

‘ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be

< ta t te

& sa S es (dengan titik di atas)
d Jim j je

d ha h ha (dengan titik di bawah)
& kha kh ka'dan ha

4 dal d de

3 zal Z zet (dengan titik di atas)
4 ra r er

J zai z zet
o Sin ] es

viii



3" syin sy es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
ld ‘ain AN koma terbalik di atas

.8 gain g ge

4 fa f ef

QA qaf q ki

d kaf k ka

J lam 1 el

g mim m em

a nun n en

3 wawu W we

A ha h ha

& hamzah 4 apostrof

¢ ya y ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(Ra2i%  Muta‘aqqidain

X




bac ‘Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

A Hibah

EEREN Jizyah
b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

i) dan Ni‘matullah

kil 385 Zakatul-firi

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
———-- Fathah a A
e Kasrah i I
s Dammah u U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a
lala Jahiliyyah
b. Fathah dan ya mati ditulis a

(= Yas‘a




c. Kasrah dan ya mati ditulis i
s Majid
d. Dammah dan wawu mati ditulis G

Uay A Furid

. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

;‘*5-‘-‘-‘ Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au
J Qaul

. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

e:ﬁ\\ A’antum

e:’ )5-5 Q}[ La’in Syakartum

. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
oA Al-Qur’an
ol Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

& Landl) As-sama’

Xi



9.

10.

um-ﬂ\ Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya
oas ol 53 Zawi al-furid

aul Jal Ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan
berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun
tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai
jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan
perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya adalah ‘wbudiyah. Ikatan perkawinan sebagai
ikatan yang kuat (misagan galiza) dan mentaati perintah Allah yang bertujuan
untuk membina dan membentuk: terwijudnya hubungan ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami. isteri dalam kehidupan
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama

Allah.! Firman Allah :

2Uade Wil 2Sia 341

! Djamaan Nur, Figih Munakahat, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

* An-Nisa’ (4): 21.



Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara

terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang
berkehormatan. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya, yang
hidup bebas mengikuti nalurinya akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan
martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.
Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah
perkawinan dengan teliti dan tetrperinci, untuk membawa manusia hidup
berkerhormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah
mahluk Allah yang lain.’

Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan scorang  wanita sebagai suamiv isteri ‘dengan tujuan membentuk
keluarga ‘yang bahagia dan kekal berdasarkan ketahanan-Yang Maha Esa”.*

Dengan terjadinya akad perkawinan yang sah, maka mulai saat itu
berarti antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan

dan telah resmi hidup sebagai suami isteri. Tujuan yang ingin dicapai oleh

3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press,
1999), him. 1.

* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



syari’at Islam dalam memberlakukan hukum perkawinan adalah terciptanya
kelestarian dan kesinambungan kehidupan manusia, serta tumbuhnya rasa
cinta dan kasih sayang di antara suami isteri. Kelestarian, rasa cinta dan kasih
sayang tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanya kerjasama
di antara pasangan suami isteri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri agar
mencapai tujuannya maka agama mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka sebagai suami isteri.” Adapun hak dan kewajiban dalam
keluarga muncul akibat setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Seorang laki-
laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga,
begitu pula seorang perempuan yang menjadi isteri memperoleh hak sebagai
isteri dalam keluarga. Di samping itu keduanya juga mempunyai kewajiban-
kewajiban yang harus;dipenuhi dalam perkawinan.

Suami isteri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai upaya
membangun ‘keluarga. Kewajiban tetsebut harus dimaknai secara timbal balik
yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan

yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.® Suami isteri harus

> Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasah Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami

Menunaikan Kewajiban, cet. ke-1 (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), him. 7.

47.

6 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, cet. ke-5 (Yogyakarta: Ul Press, 1986), hlm.



bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk
membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen
untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan
untuk mereka. Maka setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan
kewajiban yang harus dipenuhi. Di antara landasan hak dan kewajiban antara
suami isteri ini terangkum dalam firman Allah swt.:

T g prally OS5 g ) Al 251 sall e

Dalam hukum positif  telah menentukan bahwa nafkah atau
pemenuhan hidup keluarga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib
melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal
80 ayat (4) KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam membina keluarga tentunya nafkah mempunyai pengaruh yang
sangat penting.untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera.
Sebagaimana telah .diketahui , dewasa ,ini,;salah satu penyebab krisis
perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah
tangga di antaranya ialah persoalan natkah. Tidak terpenuhi nafkah atau
kurang terpenuhinya nafkah dapat berakibat pada krisisnya perkawinan dalam

keluarga yang berujung pada perceraian.

7 Al-Bagarah (2): 233.



Pada prinsipnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh
oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan
beberapa jalan untuk mengutuhkan rumah tangga. Walaupun Islam
membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan,
karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.
Sebagaimana Nabi bersabda :

§ 3Uall il Y DAl ik

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi pemerintah memegang
prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup
alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU.
No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terdapat tiga putusan
perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama
Sleman. Perkara tersebut jika diamati secara seksama tentunya terkait dengan
tingkat kebutuhan dan standar ekonomi sebuah keluarga. Adanya perceraian
dengan alasan natkah-yang diberikan kepada isterijselama perkawinan masih
kurang untuk memenuhi keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
Tergugat tidak mau berusaha untuk membantu kebutuhan keluarga, Tergugat
lebih mementingkan kepentingan anak dari isteri pertama dari pada nafkah

Penggugat, dan tidak terbuka dalam memberi nafkah.

¥ Abu Dawud, Sunan Ab/ Dawud, “Kitab at-Talaq”, “Bab Karahiyah at-Talaq”, (Beirut :
Dar al- Fikr, t.t.), I : 255, hadis nomor. 2178. hadis ini diriwayatkan dari Kasir Bin ‘Ubaid dari
Muhammad Bin Khalid dari Ma’arif Bin Wasil dari Muharib Bin Disar dari Ibnu ‘Umar.



Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu lembaga peradilan yang
berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara perdata. Berdasarkan perkara gugatan yang telah diputus di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006, terdapat perkara gugatan perceraian
dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah, yang pada ahirnya Pengadilan
Agama Sleman menerima serta mengabulkan gugatan tersebut. Oleh karena
itu berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk megka;ji
bagaimana pertimbangan hukum terhadap terhadap putusan yang diberikan
oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara
perceraian dengan alasan karena kurang terpenuhinya nafkah. Perceraian
tersebut timbul bukan karena suami tidak memberi nafkah melainkan nafkah
yang diberikan oleh suami kepada isteri tersebut dianggap masih kurang.
Padahal dalam Islam dan hukum positif kadar nafkah tidak ditentukan secara
tegas hanya disebutkan pemberian nafkah secara ma’ruf dan sesuai dengan

kemampuan.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan pokok
masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu: “Bagaimana
pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kurang

terpenuhinya nafkah?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan



Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama

Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kurang

terpenuhinya nafkah.

2. Kegunaan

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran terhadap hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sleman,
bahkan siapapun yang berkepentingan dalam persoalan ini.

b. Diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan
sebagai upaya pengembangan pemikiran hukum Islam bagi setiap
pribadi muslim dan masyarakat luas terutama terkait perkara

perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap penelitian
dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perceraian, belum ditemukan
penglitian dan. karya ilmiah yang membahas' tentang kurang terpenuhinya
nafkah sebagai alasan perceraian. Pada umumnya buku atau karya tulis yang
ada hanya mengulas sebab terjadinya perceraian secara umum.

Dari hasil penelitian Hisako Nakamura, tentang Perceraian orang
Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa
menurutnya ada beberapa alasan untuk terjadinya perceraian di Jawa di

antaranya:



1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi
isteri dan keluarganya.

2. Kirisis Moril, yaitu keadaaan suami isteri yang mengadakan hubungan
seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat
serong

3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaaan: a) isteri sudah dimadu dengan
isteri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi, b) suami
ingin kawin lagi sedang isteri tidak mau dimadu

4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas isterinya atau sebaliknya
antara isteri atas suaminya

5. Biologis, keadan suami isteri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani
untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit, imppoten/mandul

6. Pihak Ketiga, campurtangan dari pihak lain seperti orang tua dari suami
isteri dalam urusan rumah tangga

7. Politik, pertentangan keyakinan atara suami isteri

Dalam penelitian * tersebut, Hisako_ Nakamura.membahas tentang
alasan perceraian secara global di Wilayah Jawa.”

Skripisi ~ yang berjudul = “Tuntutan Cerai (kAul/) Karena
Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Isteri (Studi
Komparasi Pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm)”, membahas
tentang pendapat Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang tuntutan cerai

isteri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir dan menentukan

? Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di
Kalangan orang Islam Jawa : alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadja Mada
University Press, 1990), him. 72.



pendapat yang terkuat dari keduanya. Hasilnya adalah bahwa menurut Imam
asy-Syafi’i, apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada isteri,
maka isteri mempunyai hak khiyar (memilih) antara tetap bersama suaminya
atau meminta cerai. Sedangkan menurut imam Ibnu Hazm, isteri tidak dapat
mengajukan perceraian. Di antara pendapat yang paling kuat adalah pendapat
Imam asy-Syafi’i karena sesuai dengan tujuan syariat (/maqasid asy-syari’ah)
yaitu memelihara kemaslahatan dengan terpeliharanya jiwa isteri. "

“Cerai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di
Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, membahas
tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan
kewajibannya serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Penyebab suami
tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan suami meninggalkan isteri
yang pada awalnya suami izin bekerja tetapi pada kenyataannya suami tidak
mengirimkan uang untuk anak dan isterinya, selain itu suami tidak
mempunyai pekerjaan tetap. Hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran
taklik,talak ,sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal-19 huruf b PP. No. 9
tahun 1975 dan Pasal 116 huruf g KHL."!

“Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap
Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun

1997-1999)”, adalah skripsi yang membahas tentang faktor-faktor yang

"9 Usep Saefudin, “Tuntutan Cerai (khulu’) Karena Ketidakmampuan Suami Memberi
Nafkah Lahir kepada Isteri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm)”,
skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

""" Asna Farida, “Cerai Gugat Karena Suami tidak Melaksanakan Kewajibannya di
Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
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menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab terhadap isteri serta
penyelesaian terhadap perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan
oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah bahwa hakim
memutuskan perkara tersebut terkait dengan pelanggaran taklik talak.'?
“Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di
Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005, adalah lebih fokus pada
persoalan tentang pengabaian nafkah tersebut apakah itu menjadi alasan
perceraian langsung? serta pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim."?
Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda
dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi
ini, penyusun meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perkara
perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Dari beberapa karya tulis yang
telah penyusun kemukakan di atas, menunjukkan bahwa perceraian
disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab dan pelanggaran taklik talak
yang di antaranya terkait dengan tidak adanya pemberian nafkah. Akan tetapi
dalam penelitian ini diarahkan pada persoalan tentang pemberian nafkah yang
kurang menjadi ‘alasan’ perceraian. Sehingga sangat ‘terkait “‘dengan kadar
nafkah serta pertimbangan hakim ‘dalam memutus perkara kurang

terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian.

'> Swanferi, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian
Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)”, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

B Awaluddin, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di
Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)



11

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologis perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi
penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan
dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah
reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar
dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Pemahaman terhadap relasi
keduanya dalam mengayuh bahtera kehidupan keluarga dengan menempatkan
diri pada posisi dan kedudukan masing-masing menjadi penting demi
terwujudnya hubungan yang harmonis. Paling tidak pasangan tersebut harus
mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lainnya. Peran dan
fungsi antara suami isteri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban
yang melekat pada kedua pihak.

Perkawinan sebagai perbuatan antara suami dan isteri, bukan saja
bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun
demikian, Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia maka perlu diatur hak
dan'kewajiban suami dan isteri masing-masing."*

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan yang sah akan
menimbulkan akibat hukum, mempunyai implikasi bahwa suami isteri
mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Di antara

kewajiban yang harus dipikul suami adalah kewajiban memberi nafkah

' Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2003), hlm. 181.
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kepada isteri dan anak-anakya baik isteri berasal dari keluarga kaya maupun
berasal dari keluaga miskin. "

Pengertian hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat
dimiliki suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini
hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya atau dapat
juga hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau
dibayar oleh pihak lain. adapun kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan
atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari
pihak yang lain.'® Hak dan kewajiban-kewajiban itu pada umumnya dapat
dibagi menjadi :

1. Nafkah

2. Hadhanah

3. Menyusui anak

4. Pergaulan suami isteri

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang
membutuhkannya. Sebagian ahli. figh berpendapat bahwa .yang termasuk
dalam kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang
ahli figh-figh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan

saja, mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.'’

'S Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. ke-1
(Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.1999.

' Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: PT
Bulan Bintang, 1993), him. 126.

17 Ibid., him. 127.
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Ketentuan pemberian kadar nafkah memang tidak ditentukan secara
jelas dalam kitab suci al-Quran, akan tetapi garis besarnya yang diberikan
adalah secara /ma’ruf dan sesuai dengan kemampuannya. Kata “ma’ruf;” yang
digunakan dalam al-Qur’an dan Hadis untuk memberi ketentuan nafkah,
berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak
kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan
keadaan isteri dan kemampuan suami. Yang ma’ruf bagi suami berpangkat
tinggi lain dengan yang ma’ruf bagi suami berpangkat rendah.'® Sesuai
dengan gambaran al-Qur’an, maka para pengikut Imam asy-Syafi’i dan
sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan
pada kemampuan dan keadaan suami. Sekalipun demikian Imam asy-Syafi’i
menetapkan batasan minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar
kepada isterinya. Demikian halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang
dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya ia tidak dapat diberati
dengan hal-hal di luar kemampuannya.

Nafkah merupakan hak isteri dan suami wajib membayarnya. Ada
beberapa nas al-Qur’an yang berbicara tentang seorang suami berkewajiban

memberi nafkah yaitu:
1 g ymally gl suS 5 (g8 ) Al sl sall e
20 Ggle | shancatl (a5 i 5 oS 25 (0 QS i (g (0 1S

'8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him. 58.
1 Al- Baqarah (2): 233.

2 At-Talaq (65): 6.
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Selain ayat di atas juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang
pemberian nafkah terhadap isteri :

2 6y iS5 S Le g jaally Alla (5 (532

Perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur kewajiban
pemenuhan hidup keluarga atau nafkah. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun
1974 menyebutkan, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
Kemudian dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI, “sesuai dengan
penghasilan suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman
bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan bagi isteri dan anak; (c)
biaya pendidikan bagi anak.”

Keberadaan nafkah tentu sangatlah penting dalam kehidupan keluarga,
tanpa. terpenuhi nafkah keluarga .dimungkinkan akan_mengalami keretakan
yang-berujung pada perceraian. Di Pengadilan” Agama Sleman yang telah
terjadi beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Bagi
suami isteri yang tadinya mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal,

namun kemudian harus mengalami perceraian, tentunya ada beberapa faktor

I At-Talaq (65): 7.

2 Ibnu Hajar al- Asgalani, Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam, Bab an-Nafagat,
(Surabaya: al- Hidayah, t.t.), hIm. 249. hadis nomor 1, diriwayatkan dari ‘ Aisyah
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yang menyebabkan dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai
alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena dalam Pasal 39
Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan: “untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan
hidup rukun sebagai suami isteri”.**

Syariat Islam memberi jalan kepada hambanya, apabila dalam kondisi
di mana antara suami isteri sering terjadi percekcokkan dan perselisihan yang
berkepanjangan sehingga keharmonisan keluarga menjadi terganggu, maka
Allah Swt menganjurkan agar ditunjuk hakam dari pihak sumi maupun isteri

untuk mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali,

sebagaimana firman Allah Swt:
T2 O Lelal (e LaSa 5 ala) o LaSia ) gfin B Lagiy (385 2383 o
Aligin Al 3853 aSLal
Akan tetapi apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah
pihak tidak-berhasil sehingga dirasa kehidupan di‘antara mereka sudah tidak
mungkin lagi dilanjutkan, maka Allah tidak memaksa untuk tetap bertahan
dalam perkawinan tersebut, sehingga Allah membuka pintu darurat untuk

menyelesaikan perselisihan (sengketa) dalam rumah tangga melalui

perceraian.”

2 Pasal 39 ayat (2).
#* An-Nisa’ (4): 35.

2 Hisako Nakamura, Perceraian orang Jawa, him. 31-32.
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Berdsarkan kaidah fighiyyah di atas dapat dipahami bahwa apabila

dalam kehidupan rumah tangga terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan

penderitaan bagi salah satu pihak, maka pihak yang menderita dapat

mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan.

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P No 9/1975, yang

pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lalin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
yang lain diluar kemampuannya.

Salah satu pithak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pennganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah sau pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
isteri.

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam' Kompilasi Hukum Islam, 'selain yang telah disebutkan di atas

ditambah dengan-dua‘alasan seperti yang termuat dalam Pasal 116 point g dan

h sebagai berikut:

1.
2.

Suami melanggar taklik talak.
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

% |mam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar as-Suyuti, a/- Asybah wa an-Nazair,

(Surabaya: Irama Minasari,t.t.), him. 62.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data
yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik’’, yaitu data yang tela
terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim
dalam menyelesaikan perkara karena kurang terpenuhinya nafkah sebagai
alasan perceraian kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara

tersebut.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami
ketentuan nafkah secara benar yang didasarkan pada nas dan buku-buku
figih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah cata mendekati masalah yang
diteliti-dengan mendasarkan pada semua tata aturan-perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan pada umumnya dan
masalah perceraian pada khususnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

?7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: ANDI,2004), I1: 11.
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Yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung
secara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan
Hakim di Pengadilan Agama Sleman.
2. Dokumentasi
Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Yaitu dengan menelusuri dan mempelajari dokumen
berkas-berkas perkara dan putusan-putusan yang berkaitan dengan
perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah serta melakukan
pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian
ini.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan cara
berfikir induktif, yaitu metode penelitian yang dilakukan bermula dari data
yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat
umum, dalam hal ini penulis menganalisa tentang putusan-putusan
perceraian_karena kurang terpenuhinya nafkah dan pertimbangan hakim
dalam~ menyelesatkan = perkara “perceraian dengan® alasan kurang

terpenuhinya nafkah untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka
pembahasan dalam penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:
Bab pertama, berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan

pada pembahasan skripsi secara kaseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub
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bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tinjauan umum tentang nafkah dan perceraian.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar
yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub
bab. Pertama berbicara tentang nafkah yang meliputi: pengertian dan dasar
hukum, sebab-sebab dan syarat-syarat yang berhak menerima nafkah, bentuk
dan kadar nafkah. Kedua tentang perceraian yang meliputi: pengertian dan
dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat
hukum perceraian.

Bab tiga, bagian ini membahas tentang perkara kurang terpenuhinya
nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.
Dalam bab ini dijelaskan tentang Faktor-faktor penyebab Perceraian di
Pengadilan Agama Sleman tahun 2006, dan putusan perceraian akibat kurang
terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Sleman

Bab. empat, untuk memperoleh _penjelasan.. mengenai perkara
perceraian karena kurang terpenuhinya natkah maka di*bab empat, dilakukan
analisa terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam
menyelesaikan perkara tersebut.

Bab lima merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai jawaban
atas pokok permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan

dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi dengan
tema yang penyusun angkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan dan ditambah keterangan Penggugat (dalam
putusan verstek) dan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat (putusan
contradictoir) yang diberikan dalam persidangan dan alat bukti surat serta alat
bukti saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, maka pertimbangan
yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian karena
kurang terpenuhinya nafkah tersebut adalah melihat pada akibatnya yaitu tidak
adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Adapundasar hukum yang /digunakan hakim dalam menyelesaikan
gugatan petceraian tersebut adalah [Pasal'1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal
116 huruf f KHI jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Selain itu, hakim juga berdasar pada dalil dalam Kitab Figh as-Sunnah

juz II halaman 249 sebagai berikut:
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Hagin oal) e Jae s wall cuf 13 46 b dilla aldl) gl

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

B. Saran-saran

1.

Bagi para hakim dan terutama para calon yang akan melangsungkan
perkawinan hendaklah dalam memahami kadar nafkah dipahami secara
menyeluruh dengan memahami ketentuan normatif dan vyiridis serta
memahami terhadap perkembangan soasial.

Ketika mengahdapi perselisthan atau persoalan-persoalan dalam
perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah mendatangkan hakam
terlebih dahulu untuk mendamaikannya sebelum melakukan perceraian,
agar tidak mudah dalam mengambil keputusan dengan jalan perceraian,
karena perceraian pada dasarnya adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh

para pihak.

! As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 249.
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